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NOTA DINAS
Nomor: ND — 1617 /UN33-PPK/PNBP/ND/2023

Yth. : Kepala UKPBJ KEMDIKBUD

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Konstruksi

Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Tanggal : 26 Juli 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta aturan turunannya, mohon bantuan untuk dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas
Negeri Medan
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi

Metode Pengadaan : Tender

Nilai Pagu Anggaran : Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)

Nilai HPS : Rp 2.699.400.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan
juta empat ratus ribu rupiah)

Selanjutnya terkait pengadaan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persiapan
pengadaan (DPP) antara lain:

1. Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis;

2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri; dan

3. Rancangan Kontrak.

Dapat kami sampaikan juga bahwa paket pekerjaan dimaksud telah kami buat pada aplikasi
SPSE (https://www.lpse.kemdikbud.go.id) dengan kode RUP 37464372.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan,

Pejabat Pembuat Komitmen

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Universitas Negeri Medan
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
1. UMUM

Nama Pekerjaan . Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana
Universitas Negeri Medan

Lokasi Pekerjaan : JIn. Willem Iskandar Psr V Medan

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 2.700.000.000,-

Nilai HPS : Rp. 2.699.400.000,-

Jenis Kontrak : Lumsum

Sumber Pendanaan : PNBP Universitas Negeri Medan
Tahun Anggaran 2023

Nomor DIPA : SP DIPA- 023.17.2.677524/2023

Tanggal DIPA : 9 Juni 2023



2. PENDAHULUAN

Umum

a.

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga
mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan
dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi
perkembangan arsitektur di Indonesia;

Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, sehingga dapat memenubhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,
biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara;

Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan gedung Negara perlu diarahkan secara baik
dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan
yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional;
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang
sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan

kepentingan kegiatan.

Khusus

a.

Berdasarkan dari DIPA Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2023 kegiatan yang
dilaksanakan merupakan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri
Medan berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk
ruang lingkup pekerjaan bangunan gedung termasuk dengan fasilitas prasana dan
sarana disekitar bangunan;

Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam
pelaksanaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan
berpedoman pada Perencanaan Teknis/ Detail Fngineering Design (DED) dan Standar

Pembangunan Gedung Negara oleh pemerintah.

3. LATAR BELAKANG

a.

Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan (PPs UNIMED) didirikan pada tahun
2000 melalui Surat Keputusan rector No. 011/K10.KEP/KP.02.18/2000 tanggal 21
Desember 2000. Keputusan ini dilanjutkan dengan dibentuknya Struktur Manajemen
Program Pascasarjana UNIMED dengan diterbitkan Surat Keputusan No.
012/K.10/KEP/PP/2001 tanggal 3 Januari 2001. PPs UNIMED berada di dalam
lingkungan UNIMED. Saat ini PPs UNIMED menggunakan 2 Gedung utama. Salah satu
gedung mempunyai 4 lantai, dan tidak tersedia transportasi vertikal yang
menyebabkan penggunaan gedung menjadi tidak optimal. Agar penggunaan gedung
menjadi optimal maka perlu dilakukan tindakan renovasi. Dalam hal ini, renovasi yang

dilakukan adalah dengan menambahkan transportasi vertikal di gedung tersebut;

Adapun Transportasi vertikal yang akan ditambahkan adalah elevator, struktur utama



dan komponen lain pendukungnya.;

c. Pemegang Mata Anggaran adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini
adalah Universitas Negeri Medan,;

d. Pekerjaan yang akan dilakukan merupakan bagian lingkup Organisasi Universitas
Negeri Medan;

e. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan adalah DIPA Universitas Negeri Medan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Umum

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
(kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.
Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggung

jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai sesuai KAK ini.

Khusus
Sebagai pedoman/panduan pelaksaan pekejaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana

sehingga akan hadirnya hasil pekerjaan yang sesuai perencanaan, yaitu meliputi :

~ Keberfungsian setiap komponen/elemen/bagian yang di pasang.

- Kesesuaian volume yang terpasang dengan Dokumen perencanaan

~ Kesesuaian spesifikasi umum atau pun khusus dari elemen/komponen yang terpasang di
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana.

~ Kesesuaian Administrasi pekerjaan mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Universitas Negeri Medan, dengan tim pelaksana, sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia ;

b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Rektor Universitas Negeri Medan,;

c. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dana PNBP Universitas

Negeri Medan;

6. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG).
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

c. Peraturan Presiden RI Nomor : 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.

d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan.

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan



Bangunan Gedung Negara.

f. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang
terkait.
KLASIFIKASI BANGUNAN

Klasifikasi Bangunan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan

adalah Klasifikasi Bangunan Gedung Negara “Bangunan Sederhana” merupakan bangunan

gedung negara dengan karakteristik sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau

teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling

singkat 10 (sepuluh) tahun.

LINGKUP PEKERJAAN

a.

Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap
pemeliharaan konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada
saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman
dan standar teknis) yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan, tenaga,
dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil
pekerjaan, seperti yang tercantum dalam RKS.

Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
pengawasan konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).

Penyusunan Kontrak Kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi
selama masa konstruksi.

Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan
yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi
dengan sempurna.

Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan
terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:

1) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan



konstruksi,

2) Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:

gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).
kontrak  kerja  pelaksanaan  konstruksi  fisik, beserta  segala

perubahan/addendum-nya.

laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
konstruksi fisik.

berita acara perubahan pekerjaan, serah terima I dan II, pemeriksaan
pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
konstruksi fisik.

foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
pelaksanaan konstruksi fisik.

manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk
yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan

mekanikal-elektrikal bangunan.

LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian

pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill Of Quantity (BOQ) / Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknisnya

yang terlampir pada Dokumen Pengadaan, meliputi:

1. Pekerjaan Pendahuluan

1.1. Pembersihan site
1.2. Sosialisasi SM3K

1.3. Pekerjaan Bongkaran bangunan eksisting

2. Pekerjaan Struktur

2.1. Pekerjaan Sub struktur

2.2. Pekerjaan Super struktur meliputi (Frame rangka Lift, Rumah Lift, dan hoistway)

3. Pekerjaan Arsitektur

3.1. Pekerjaan Dinding

3.2. Pekerjaan Kolom praktis

3.3. Pekerjaan Balok latei

3.4. Pekerjaan Lantai

3.5. Pekerjaan Fasade ruang lift
4. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
4.1. Pengadaan Lift (Mesin lift, ruang kabin, counter weigh dan pelengkap lainnya)
4.2. Pekerjaan Mekanikal lift
4.3. Pekerjaan kelistrikan lift



4.4. Pekerjaan lift (mesin lift, counter weight lift, kabik lift dan peralatan lain yang di
tempat di hoistway)

4.5. Pekerjaan lain yang berkenaan dengan pengadaan lift

10. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat

Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup

pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus

diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah:

Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai

berikut:

Pekerjaan fisik yang sesuai dengan dokumen teknis (DED, spesifikasi umum dan khusus dan

RAB ). Penyedia jasa harus membuat laporan/bukti tertulis sebagai bentuk pertanggung

jawaban administrasi.

Laporan-laporan tersebut adalah :

a.

Laporan MC 0 %

Laporan MC O memuat:

1) Peraturan teknis/dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan

2) Lingkup pekerjaaan konstruksi.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK

diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan

Laporan Mingguan

Laporan Mingguan Memuat :

1) Rekapan laporan harian mencakup progres pelaksanaan pekerjaan yang sudah
disetujui konsultan pengawas

2) Notulen rapat dan berita acara rapat yang sudah disetujui konsultan pengawas

3) Catatan-catatan khusus bila diperlukan

Laporan harus diserahkan selambat- lambatnya : 2 (dua) hari kerja dalam setiap

minggu. diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan setiap minggu.

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat :

1) Rekapan laporan mingguan yang sudah disetujui oleh konsultan pengawas

2) Catatan-catatan khusus bila diperlukan.

Laporan harus diserahkan selambat- -lambatnya : 3 (tiga) hari kerja di minggu pertama

dalam setiap bulan, diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan setiap bulan

Laporan MC 100 %

e. Laporan Akhir (PHO) dan Laporan Akhir masa pemeliharaan (FHO)

a. Laporan PHO memuat:

1) Peraturan teknis yang digunakan dalam pekerjaan ;



2) Laporan kemajuan pekerjaan sampai pekerjaan selesai (pekerjaan 0% sampai
dengan 100%);

3) Laporan CCO;

4) Berita acara test commissioning;

5) Berita acara-acara rapat selama kegiatan;

6) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

7) Semua laporan harus mengetahui konsultasn pengawas.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja sebelum
masa kontrak berakhir dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan
Flashdisk 32 GB (SanDisk CZ 50).

Laporan ini memuat :

= Gambaran umum pekerjaan pemeliharaan;

®  Berita acara Mufual check .

b. Laporan FHO memuat Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari
kerja setelah masa pemeliharan berakhir dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku
laporan

f. Laporan Justifikasi Teknis dan Laporan Khusus
Laporan ini memuat :
1) Laporan justifikasi teknis. Laporan ini meliputi :
=  Perubahan spesifikasi;
® Perubahan metode konstruksi dari yang tercantum didalam Rencana Kerja dan
Syarat (RKS);
= Perubahan teknis dari DED.

2) Berita acara rapat pengesahan justifikasi teknis;

3) Catatan-catatan khusus bila diperlukan.

4) Semua laporan dan berita acara harus sudah disetujui konsultan pengawas.

Laporan harus diserahkan selambat - lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja dalam setiap

timbulnya pekerjaan yang membutuhkan justifikasi teknis. diterbitkan sebanyak 3

(tiga) buku laporan

g. Laporan Dokumentasi selama pekerjaan Laporan Dokumentas ini memuat Segala

Dokumentasi seluruh aktivitas selama pelaksanaan pekerjaan. Laporan harus diserahikan

selambat -lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja setelah pekerjaan selesai. diterbitkan sebanyak

3 (tiga) buku. Semua laporan harus sudah mengetahui konsultasn pengawas

h. Semua softcopy laporan tersebut kemudian dikumpulkan dalam satu harddisk

11. PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan pengunaan produksi dalam negeri.
Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak

dapat digunakan.



12. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pelaksanaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan
didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain:
Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum
Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah/ Daerah yang berlaku.

13. ALIH PENGETAHUAN

14.

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/

Unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.

SPESIFIKASI TEKNIS UMUM

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta
uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku
ini. Bila terdapat ketidak jelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian
ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan

Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

LINGKUP PEKERJAAN

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-~

bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga

seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

1) Sarana Kerja
Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi
peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kontraktor wajib
menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditempat yang aman dari segala
kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua
sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja,

sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tempat dapat tercapai.

2) Gambar-Gambar Dokumen
Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada
dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan
ditetapkan,  Kontraktor  diwajibkan = melaporkan  hal  tersebut  kepada

Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan



pelaksanaan di lokasi pekerjaan setelah Konsultan Pengawas berdiskusi terlebih dahulu

dengan konsultan Perencanaan.

Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk
memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah

ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.

Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan
meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar,
ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan
mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar. Kontraktor
wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan
Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikkan

pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan konsultan Perencana.

Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang
tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas.
Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab

Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

3) Gambar-Gambar Pelaksanaan Dan Contoh-Contoh
=  Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram,

ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,
Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.

=  Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk
menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh
Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh
Konsultan Perencana.

= Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan
dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang
disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-
gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana
ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan
tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal
demikian.

=  Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-
contoh dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau
contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.

= Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui
gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-
singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan

mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat



keindahan.
Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan
Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan

contoh-contoh sampai disetujui.

Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan
contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas
perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak

diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.

Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-
contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh
dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan

Perencana.

Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada
Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan
mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah
Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan ditahan oleh Konsultan
Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor
untuk dibagikan atau diperlihatkan kepadaa Sub Kontraktor atau yang
bersangkutan lainnya.

Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut
Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang
cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus
diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan
samaseperti butir di atas.

Contoh-~contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan kepada
Konsultan Pengawas dan Perencana.

Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog- katalog
kepada Konsultan Pengawas/MK dan Perencana menjadi tanggung jawab

Kontraktor.

4) Jaminan Kualitas

Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua
bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali
ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan
dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen
Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai
hal-hal tersebut pada butir ini.

Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah
diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab

Kontraktor sepenuhnya.



5) Nama Pabrikan/ Merek Yang Ditentukan

Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis
bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan
yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan
menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar
didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah
ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada
agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun
pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka
Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi
minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor
harus memberikan kepada Pemberi Tugas, fotocopy dari pemesanan material yang
diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

material tersebut telah dipesan (order import).

6) Contoh-Contoh

Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil
dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan
atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau
wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya
Substitusi.

Produk yang disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, aksesories
yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk
yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk
pengganti yang setara, disertai data-data yaang lengkap untuk mendapatkan

persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

7) Material Dan Tenaga Kerja

Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan
cara yang benar dan setiap Pekerja harus mempunyai ketrampilan yang
memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor
harus melaksanakannya.

Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan
yang sah untuk setiap personil ahli. Klausul Disebutkan Kembali Apabila dalam
Dokumen Tender ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain,

maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian



lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara
gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah
yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya yang paling
tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari paten dan lain-lain untuk segala “claim”

atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti paten dan lain-lain.

8) Koordinasi Pekerjaan

Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian
yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut
dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu
dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan
sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus

mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.

9) Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda Dan Pekerjaan Perlindungan Terhadap
Milik Umum

Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat
mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran
lalulintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.
Orang-orang yang tidak berkepentingan: Kontraktor harus melarang siapapun
yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas
memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga.
Perlindungan terhadap bangunan yang ada: Selama masa-masa pelaksanaan
Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan
yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di
tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-
operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh
Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas.

Penjagaan dan perlindungan pekerjaan: Kontraktor bertanggung jawab atas
penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap
penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak
bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor, atas kehilangan atau
kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang

dalam pelaksanaan.

Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama, Kontraktor harus mengadakan
dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak
untuk melindungi para pekerja dan tamu yang datang ke lokasi. Fasilitas dan
tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan
juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang-undang yang berlaku pada
waktu itu.Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang
cukup untuk pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan

hendaknya ditiap site ditempatkan paling sedikit seorang petugas yangtelah dilatih



dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.

Gangguan pada tetangga: Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin
akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya
dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan
menentukannya dan tidak akan ada tambahan pengganti uang yang akan diberikan

kepada Kontraktor sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.

15. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:

a. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan fisik selama 120 (seratus dua puluh) hari

kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Fisik.

b. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari

kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.

16. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI

Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran

2023, yang harus dikerjakan dalam waktu yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan hasil

Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya yang berkualitas, maka Penyedia Jasa yang

akan mengerjakan Pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan

persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi Kualifikasi

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subkualifikasi kecil yang masih berlaku
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan klasifikasi dan kualifikasi
Sub Klasifikasi Bangunan Gedung, Sub-Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk
(BGO06/BGO07 ~ Sub bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung
Pendidikan);

Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila ada);

Memiliki TDP/NIB (Nomor Induk Berusaha);

Melampirkan NPWP, SPT, KSWP dan KTP Pengurus Perusahaan;

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Tidak masuk dalam Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua pengurus
dan untuk badan usahanya;

Memenuhi kewajiban perpajakan: Memiliki NPWP; dan memenuhi kewajiban
perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2022, dengan melampirkan
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang valid;

Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan.

b. Persyaratan Administrasi Teknis

1)

Menyampaikan Spesifikasi Teknis;



2) Menyampaikan Daftar Usulan Personil Inti;
3) Menyampaikan Daftar Usulan Peralatan Utama;
4) Menyampaikan program mutu terkait RK3K.
c. Memiliki Personil yang akan ditugaskan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dengan
Kualifikasi Personil sebagai berikut:
1. Pelaksana, 1 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:
e S1 Teknik Sipil/Arsitektur
e SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601)
e Pengalaman = 2 Tahun
2. Petugas K3 Konstruksi, 1 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:
e S1 Teknik Sipil/Arsitektur
e SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603)

e Pengalaman = 3 Tahun.

Keterangan:
Personil yang ditugaskan dalam dokumen penawaran harus menyertakan hasil
pemindaian (scan) asli bukan fotocopy dokumen persyaratan sebagai berikut:
1) Curriculum Vitae (CV)/ Surat Keterangan Pengalaman dan ditandatangani oleh
Personil bersangkutan serta bermaterai;
2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, yang ditandatangani oleh
Personil bersangkutan dan Pimpinan perusahaan;
3) SKT/ SKA (Sertifikat Keterampilan/ Sertifikat Keahlian) sesuai Kualifikasi
Personil;
d. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan antara
lain:
-~ Mobile Crane minimal 10 ton
- Scaffolding 150 set
e. Memiliki Dukungan dari Pabrikan/ Distributor Resmi
Agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan, perlu didukung oleh ketersediaan material yang akan digunakan, maka
penyedia jasa konstruksi diwajibkan memiliki Surat Dukungan dari Pabrikan atau
Distributor Resmi terhadap ketersediaan material/ peralatan yang dibutuhkan
untuk pekerjaan yang dikerjakan pada Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung

Pascasarjana Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai RKS dan BOQ,

sebagai berikut:
No Uraian Surat Brosur/ Keterangan
Dukungan Sertifikasi
IV | PEKERJAAN ME Diperlukan Diperlukan | Dukungan
~ Pengadaan & Instalasi Lift wajib
diserahkan




pada PPK saat
Rapat
Persiapan
Penunjukan

17. DAFTAR PEKERJAAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB REKANAN DAN SUDAH
MASUK DALAM TOTAL HARGA PENAWARAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk didalam

perhitungan harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa meliputi antara lain:

a.

Pembuatan akses jalan masuk proyek (termasuk pembongkaran dan perbaikan kembali
pagar akses masuk);

Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat commisioning fest,
Pengurusan izin lalu lintas kendaraan proyek selama pelaksanaan pekerjaan fisik;

Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan pekerjaan fisik;

e. Biaya asuransi tenaga kerja yang dipekerjakan dan biaya pengobatan/santunan bila

terjadi kecelakaan di areal pekerjaan;
Biaya pembongkaran dan pembersihan lahan sebelum dan setelah pekerjaan selesai dan

diserahterimakan (PHO).

18. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas

Negeri Medan, Pelaksanaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terlampir pada Dokumen Pengadaan dan

ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).

a.

b.

Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen Kerangka Acuan Kerja
(KAK) ini, tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa seizin Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).

Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam KAK ini, maka tidak tertutup kemungkinan

dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.

19. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

a.

Program Rencana Keselamatan Konstruksi
1) Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan

disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

2) Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara

konsisten.
3) RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

4) Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi



pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.

5) Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

6) Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak

mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

b. Penilaian Resiko

DESKRIPSIRISIKO PENIATAN TINGKATRISKO
PERSYARATAN
JENIS BAHAYA|  ppyivopay | PENGENDALT NIAT | TINGRAT
NO| URAANEGRAAN | TDENTIRASIBARAVA (SkenarioBabayd) | (e | puronan | AVAWAL e | ™ | rewo | wsmo
Kecelakaan) €XH | (B
T 2 3 i 5 8 T 8 5 | 1 i

'PENILATAN STSA KISIKO

KEMUNG
[KINAN (1)

KEPARAH
AN®

RISIKO (F
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TINGKAT
RISIKO
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1{Pekerjaan Pendahuluan | Terjadi insiden berupa kecelakaan pada saat
mobilisasi maupun demobilisasi peralatan,
tertabrak kendaraan, alat berat, terlindas,
terjepit. Sehingga terjadi luka ringan dan luka
berat.

Pekerja terkena paku atau palu saat
pembuatan bowplank

2|Pekerjaan Struktur - Pekerjaan Tertimpa alat Pancang

- Tersengat listrik karena jalur kabel dan

- Pekerjaa Tertimpa Material

- Pekerja Tertimbun Tanah

3|Pekerjaan Beton Tertusuk kawat material

'S

Pekerjaan Baja - mata terkena percikan bahan material

- terkena alat potong

- Tersengat listrik karena jalur kabel dan
titik sumber listrik yang tidak aman

- Kecelakaan oleh ambruknya konstruksi
akibat getaran, beban dan perancah yang
tidak kuat

5(Pekerjaan Finishing - terjatuh dari ketinggian

- mata terkena percikan bahan material

- Gangguan pernafasan

- Tersengat listrik karena jalur kabel dan
titik sumber listrik yang tidak aman

- Kecelakaan oleh ambruknya konstruksi
akibat getaran, bepan dan perancah yang
tidak kuat

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acauan dan pedoman dalam

melaksanakan pekerjaan sehingga dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.

Medan, 25 Juli 2023

Ditetapkan Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Universitas Negeri Medan

TTD

Winsyahpuira Ritonga

NIP. 19810919200604 1002




REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : REVIEW PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 12023
NO. URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA (Rp.)
| PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN RK3K KONSTRUKSI 135.997.774,92
] PEKERJAAN STRUKTUR 1.166.292.803,04
1]l PEKERJAAN ARSITEKTUR 369.533.529,30
v PEKERJAAN ME 760.098.960,94

JUMLAH TOTAL | + lI+l11+IV

2.431.923.068,20

PPN 11%

267.511.537,50

JUMLAH + PPN 11%

2.699.434.605,70

JUMLAH (PEMBULATAN)

2.699.400.000,00

Terbilang :

Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : REVIEW PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 12023
LOKASI : KAMPUS UNIMED, JL WILLEM ISKANDAR NO 5
No. ITEM PEKERJAAN VOLUME |SATUAN| KODE ANALISA “ARG‘(‘R?)‘TUA" T°TA(';‘:)ARG“
1 2 3 4 4 5 6
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN RK3K KONSTRUKSI
1 Mobilisasi & Demobilisasi 1,00 Ls Supl. PP.1 9.366.500,00 9.366.500,00
2 RK3K Konstruksi 1,00 Ls 36.033.140,00 36.033.140,00
3 Pemasangan Bowplank 20,90 M A2214 143.183,32 2.992.531,28
4 Pembuatan kantor sementara 18,00 M2 A2215 2.381.617,72 42.869.119,00
5 Pembuatan gudang bahan 9,00 M2 A2217 626.464,92 5.638.184,24
6 Pekerjaan Bongkaran
a. Bongkaran Beton Bertulang 2,20 M3 A1.1.1.14 296.419,13 652.122,08
b. Bongkaran Dinding Batu Bata 19,30 M3 A1.1.1.15 148.209,56 2.860.444,56
c. Bongkaran Lantai Keramik 111,20 M2 Supl. PP.2 8.349,26 928.438,16
7 Pembuatan Pagar Sementara 17,00 M3 1.1.b (c) 768.076,21 13.057.295,61
8 Papan Nama Proyek 1,00 Ls 500.000,00 500.000,00
9 Air Kerja 1,00 Ls 4.000.000,00 4.000.000,00
10 Listrik Kerja 1,00 Ls 8.000.000,00 8.000.000,00
11 Sewa Perancah Kerja/ Scafolding (2 Bulan) 91,00 Set 100.000,00 9.100.000,00
SUB JUMLAH | 135.997.774,92
[} PEKERJAAN STRUKTUR
A STRUKTUR BAWAH
1 Galian Pondasi 23,20 M3 A151.2 125.350,04 2.908.120,88
2 Urugan tanah kembali dipadatkan 1,80 M3 A.23.1.9 +A.2.3.1.10 108.306,62 194.951,92
3 Lantai kerja Beton Campuran 1SP : 3PB : 5Kr 0,60 M3 Ad4111 1.404.264,56 842.558,74
4 lapis pasir dipadatkan 1,10 M3 A.23.1.11 +A.2.3.1.10 383.794,66 422.174,13
5 Pondasi Bor Pile D = 400 mm 66,00 M 7.6.(19a) 555.892,93 36.688.933,60
6 Struktur Pile Cap
a. Cor beton mutu 26.4 Mpa (K-300) 6,20 M3 A4.1.1.10 1.706.525,31 10.580.456,94
b. Pembesian ulir 518,00 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 12.040.865,85
c. Bekisting pondasi 7,70 M2 A4.1.1.20 248.955,54 1.916.957,69
7 Dinding Pit Lift
a. Cor beton mutu 26.4 Mpa (K-300) 1,50 M3 A4.1.1.10 1.706.525,31 2.559.787,97
b. Pembesian ulir 241,20 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 5.606.673,44
c. Bekisting Dinding 20,20 M2 A4.1.1.23 908.856,36 18.358.898,39
8 Struktur Kolom K1 elev. -0.15 s.d + 23.85
a. Fabrikasi H beam 300.300.10.15 8.640,50 Kg 4.21.1 45.545,83 393.538.744,12
b. Footing to column connection
- Base plate t=25 mm 196,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.940.646,43
- Grouting t= 25 mm 0,03 M3 A4.1.2.21 16.988.555,66 509.656,67
- Anchor bolt D25x600 mm 55,50 Kg Supl. PBA.1 61.125,60 3.392.470,70
- Rib Plate t=12 mm 19,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 897.252,85
c. Column to Column Connection
- Gusset plat t= 16 mm, 0.19 x 0.4 265,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 12.083.308,70
- Gusset plat t= 16 mm, 0.25 x 0.4 361,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 16.473.926,71
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 288,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 10.585.672,42
d. Protective coating Zinc Chromate 176,40 M2 A4.7.1.16 48.587,52 8.570.838,00
e. Erection 9.483,50 Kg A4.21.3a 1.480,71 14.042.336,12
9 Pit ladder 1,40 M Supl. PBA.3 970.679,75 1.358.951,65
SUB JUMLAH lIA 562.514.183,92
B STRUKTUR ATAS
1 Pekerjaan Lantai 1 elev. £0.00
11 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
1,2 Struktur Balok B1 elev. -0.15
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 670,30 Kg 4.21.1 45.545,83 30.529.369,85
b. Beam to column connection
- End Plate 185,40 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.444.196,88
- Gusset plate 56,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.550.566,48
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 80,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 2.940.464,56
- Stiffner t=12 mm 28,60 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.302.610,74
c. Protective coating Zinc Chromate 18,50 M2 A4.7.1.16 48.587,52 898.869,06
d. Erection 940,30 kg A4.21.3a 1.480,71 1.392.313,88
1,3 Pekerjaan lantai elev. +0.00
a. Floor deck 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
1,4 Struktur Balok B1 elev. +2.35
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 416,60 Kg 4211 45.545,83 18.974.392,78
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.2.1.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 48,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.764.278,74
- Stiffner t=12 mm 28,60 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.302.610,74
c. Protective coating Zinc Chromate 11,30 M2 A4.7.1.16 48.587,52 549.038,94
d. Erection 565,90 kg A4.2.1.3a 1.480,71 837.935,15
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1 2 3 4 4 5 6
2 Pekerjaan Lantai 2 elev. + 4.55
2,1 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
2,2 Struktur Balok B1 elev. + 4.40
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 253,70 Kg 4.21.1 45.545,83 11.5654.977,07
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 32,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.176.185,82
- Stiffner t=12 mm 14,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 651.305,37
c. Protective coating Zinc Chromate 7,60 M2 A4.7.1.16 48.587,52 369.265,13
d. Erection 388,70 kg A4.2.1.3a 1.480,71 575.552,91
2,3 Pekerjaan lantai elev. + 4.55
a. Floor deck 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
2,4 Struktur Balok B1 elev. +4.85 & +7.35
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 833,20 Kg 4.21.1 45.545,83 37.948.785,56
b. Beam to column connection
- End Plate 185,40 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.444.196,88
- Gusset plate 56,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.550.566,48
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 96,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 3.528.557,47
- Stiffner t=12 mm 57,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.609.776,06
c. Protective coating Zinc Chromate 22,50 M2 A4.7.1.16 48.587,52 1.093.219,13
d. Erection 1.131,90 kg A4.21.3a 1.480,71 1.676.018,37
3 Pekerjaan Lantai 3 elev. + 8.52
3,1 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
3,2 Struktur Balok B1 elev. + 8.37
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 253,70 Kg 4.21.1 45.545,83 11.5654.977,07
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 32,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.176.185,82
- Stiffner t=12 mm 14,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 651.305,37
c. Protective coating Zinc Chromate 7,60 M2 A4.7.1.16 48.587,52 369.265,13
d. Erection 388,70 kg A4.21.3a 1.480,71 575.552,91
3,3 Pekerjaan lantai elev. +8.52
a. Floor deck 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
3,4 Struktur Balok B1 elev. +9.85 & +12.35
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 833,20 Kg 4.21.1 45.545,83 37.948.785,56
b. Beam to column connection
- End Plate 185,40 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.444.196,88
- Gusset plate 56,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.550.566,48
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 96,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 3.528.557,47
- Stiffner t=12 mm 57,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.609.776,06
c. Protective coating Zinc Chromate 22,50 M2 A4.7.1.16 48.587,52 1.093.219,13
d. Erection 1.131,90 kg A4.2.1.3a 1.480,71 1.676.018,37
4 Pekerjaan Lantai 4 elev. + 12.56
4.1 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
4,2 Struktur Balok B1 & B3 elev. + 12.41
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 670,30 Kg 4.21.1 45.545,83 30.529.369,85
b. Beam to column connection
- End Plate 185,40 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.444.196,88
- Gusset plate 56,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.550.566,48
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 80,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 2.940.464,56
- Stiffner t=12 mm 28,60 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.302.610,74
c. Protective coating Zinc Chromate 18,50 M2 A4.7.1.16 48.587,52 898.869,06
d. Erection 940,30 kg A4.21.3a 1.480,71 1.392.313,88
4,3 Pekerjaan lantai elev. +12.56
a. Floor deck 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
4.4 Struktur Balok B1 elev. +14.85
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 416,60 Kg 4.21.1 45.545,83 18.974.392,78
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 48,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.764.278,74
- Stiffner t=12 mm 28,60 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.302.610,74
c. Protective coating Zinc Chromate 11,30 M2 A4.7.1.16 48.587,52 549.038,94
d. Erection 565,90 kg A4.21.3a 1.480,71 837.935,15
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5 Pekerjaan Lantai 5 elev. + 16.645
5,1 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
52 Struktur Balok B1 & B3 elev. + 16.495
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 253,70 Kg 4.21.1 45.545,83 11.5654.977,07
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 32,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.176.185,82
- Stiffner t=12 mm 14,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 651.305,37
c. Protective coating Zinc Chromate 7,60 M2 A4.7.1.16 48.587,52 369.265,13
d. Erection 388,70 kg A4.2.1.3a 1.480,71 575.552,91
53 Pekerjaan lantai elev. +16.645
a. Floor deck 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
5,4 Struktur Balok B1 elev. +17.35, +18.695, +19.235 & 19.735
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 1.666,40 Kg 4.21.1 45.545,83 75.897.571,11
b. Beam to column connection
- End Plate 370,80 Kg 4.21.1a 45.545,83 16.888.393,76
- Gusset plate 112,10 Kg 4.21.1a 45.545,83 5.105.687,54
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 192,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 7.057.114,94
- Stiffner t=12 mm 114,50 Kg 4.21.1a 45.545,83 5.214.997,54
c. Protective coating Zinc Chromate 45,00 M2 A4.7.1.16 48.587,52 2.186.438,27
d. Erection 370,80 kg A4.21.3a 1.480,71 549.048,16
6 Pekerjaan Lantai Atap + 20.075
6,1 Chemical Anchor Rod M16 + Addhesive 16,00 titik Supl. PBA.4 160.866,48 2.573.863,60
6,2 Struktur Balok B1 elev. + 19.925
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 253,70 Kg 4.21.1 45.545,83 11.5654.977,07
b. Beam to column connection
- End Plate 92,70 Kg 4.21.1a 45.545,83 4.222.098,44
- Gusset plate 28,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 1.275.283,24
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 32,00 Bh Supl. PBA.2 36.755,81 1.176.185,82
- Stiffner t=12 mm 14,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 651.305,37
c. Protective coating Zinc Chromate 7,60 M2 A4.7.1.16 48.587,52 369.265,13
d. Erection 388,70 kg A4.21.3a 1.480,71 575.552,91
6,3 Pekerjaan lantai elev. +20.075
a. Floor deck t = 0.75 mm 2,60 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 698.841,88
b. Shear stud D10 7,40 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 172.012,37
c. Pembesian Wiremesh M8 14,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 359.907,96
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 0,40 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 668.001,43
6,4 Struktur Balok B1 elev. +19.985 & 20.235
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 833,20 Kg 4.21.1 45.545,83 37.948.785,56
b. Beam to column connection
- End Plate 185,40 Kg 4.21.1a 45.545,83 8.444.196,88
- Gusset plate 56,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.550.566,48
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 96,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 3.528.557,47
- Stiffner t=12 mm 57,30 Kg 4.21.1a 45.545,83 2.609.776,06
c. Protective coating Zinc Chromate 22,50 M2 A4.7.1.16 48.587,52 1.093.219,13
d. Erection 1.131,90 kg A4.2.1.3a 1.480,71 1.676.018,37
7 Pekerjaan Atap Lift elev. + 21.24
71 Pekerjaan lantai elev. +21.24
a. Floor deck t = 0.75 mm 8,10 M2 Supl. PBA.5 268.785,34 2.177.161,25
b. Shear stud D10 22,80 Kg A4.1.1.17a 23.244,91 529.984,06
c. Pembesian Wiremesh M8 44,30 Kg A4.1.1.19 25.168,39 1.114.959,61
d. Cor beton mutu 21.7 Mpa (K-250) 1,20 M3 A4.1.1.8 1.670.003,58 2.004.004,29
7,2 Struktur Balok B1 elev. +21.09
a. Fabrikasi H beam 250.250.9.14 697,90 Kg 4.21.1 45.545,83 31.786.434,76
b. Beam to column connection
- End Plate 154,50 Kg 4.21.1a 45.545,83 7.036.830,74
- Gusset plate 84,00 Kg 4.21.1a 45.545,83 3.825.849,72
- HTB Dia.19mm (ASTM A 325) 80,00 bh Supl. PBA.2 36.755,81 2.940.464,56
- Stiffner t=12 mm 71,60 Kg 4.21.1a 45.545,83 3.261.081,43
c. Protective coating Zinc Chromate 20,10 M2 A4.7.1.16 48.587,52 976.609,09
d. Erection 1.008,10 kg A4.21.3a 1.480,71 1.492.706,18
e. Fabrikasi Hoisting Hook 1,70 Kg 4.21.1 45.545,83 77.427,91
SUB JUMLAH IIB 603.778.619,12
SUB JUMLAH II 1.166.292.803,04
n PEKERJAAN ARSITEKTUR
1 Pekerjaan Dinding
a. Pasangan Dinding bata camp 1 : 4 158,10 M2 A4.419 151.137,23 23.894.796,09
b. Kolom Praktis 83,20 M A4.1.1.26 134.951,89 11.227.997,58
c. Ring Balok 11,30 M A4.1.1.27 170.572,40 1.927.468,14
d. Plasteran Dinding camp 1 : 4 275,50 M2 A4424 87.346,01 24.063.824,96
e. Acian dinding 275,50 M2 A4.4.2.27 53.166,82 14.647.458,08
2 Pekerjaan Pintu P1 Lapis HPL 1,00 unit Supl. PPJ.1 5.508.213,00 5.508.213,00
3 Dinding Partisi Gypsum (Luar dan Dalam) 47,50 M2  |A4.2.1.20 + A4.6.1.275 331.084,87 15.726.531,20
4 Finishing Dinding HPL 23,70 M2 Supl. PD.1 797.333,20 18.896.796,72
5 Pasangan Dinding HT 60 x 60 cm Polished 81,00 M2 A4.43.13 414.600,17 33.582.613,64
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6 Pekerjaan Langit - langit
a. Rangka furing 14,30 M2 A4.21.21 155.634,97 2.225.580,08
b. Plafon gypsum t=9 mm 14,30 M2 A451.7 72.253,60 1.033.226,48
c. Cat plafon 14,30 M2 A4.7.1.10a 33.408,23 477.737,67
7 Cat Dinding
a. Cat Dinding interior 380,60 M2 A4.7.1.10a 33.408,23 12.715.171,80
b. Cat Dinding exterior 99,00 M2 A4.7.1.10 81.851,70 8.103.318,36
8 Pasangan lantai HT 60 x 60 cm (Polished) 126,80 M2 A4.43.13 414.600,17 52.571.301,35
9 Pekerjaan Fagade
a. Jendela Kaca Tempered 8 mm kusen aluminium 16,40 M2 A.4.2.1.25a 1.193.524,20 19.573.796,94
b. Alumunium Composite Panel 137,20 M2 Supl. PD.2 858.846,91 117.833.796,33
10 Waterproofing ekspos membrane bakar, lift pit dan Atap Dak 23,10 M2 Supl. PB.1 239.129,91 5.523.900,88
SUB JUMLAH Il 369.533.529,30
v PEKERJAAN ME
1 Pengadaan & Ir i Lift 1,00 Unit Supl. PE.1 700.095.000,00 700.095.000,00
Tipe : P.9-CO60-5FL/5ST (MRL Type )
Kapasitas 1 630 Kg/ 9 Org
Kecepatan : 60 meter per menit
Car size :1,1x1,4x23m
Door Type : 2 Panel Center Opening Single Entrance
Model/finishing  : car door, transform panel, entrance column,
kick plate, dinding depan dan samping
stainless steel hairline, dinding belakang
kaca dengan frame stainless steel, lantai
polyvinil
Floor 15
System Control : AC-VVVF
Motor AC 14,2 kW/ 3 phase
2 Elevator AC Drainless 1,00 Unit Supl. PE.2 48.412.650,00 48.412.650,00
Capacity: 3/4PK (7000 Btuh)
Power supply (Ph/V/Hz): 1ph/220V/50Hz
Power input (cooling): 1kW
Input current (A): 4.8 A
Air flow volume (H/M/L): 370 m3/h (215 CFM)
3 Instalasi kabel feeder, NYY 4 x 10 mm2 30,00 M Supl. PE.3 159.706,88 4.791.206,38
4 Pengadaan & Pemasangan Panel Lift 8500W/16A 1,00 Unit Supl. PE.4 732.600,00 732.600,00
5 Ir lasi armatur lampu, AC, saklar & stop kontak
a. NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC Conduit dia.20 untuk Lampu 6,00 Ttk Supl. PE.5 354.565,15 2.127.390,87
b. NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC Conduit dia.20 untuk Stop Kontak 2,00 Ttk Supl. PE.5 354.565,15 709.130,29
c. Lampu Downlight 18 Watt 6,00 Bh Supl. PE.6 267.509,55 1.605.057,30
d. Lampu LED strip @6,5m 5,00 Bh Supl. PE.7 237.737,50 1.188.687,50
e. Stop Kontak 1P, 220 Volt, 10A, Wall Type 2,00 Bh Supl. PE.8 42.630,04 85.260,08
f. Saklar tunggal 1,00 Bh Supl. PE.9 56.278,84 56.278,84
g. Saklar Ganda 5,00 Bh Supl. PE.10 59.139,94 295.699,69
SUB JUMLAH IV 760.098.960,94




OUTLINE SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN MATERIAL
PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI GEDUNG PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NO. URAIAN BAHAN KETERANGAN
A PEKERJAAN BETON
1 Semen SI10013 - 77 "Semen Portland" atau JIS R 5210 Semen Padang, Tiga Roda, Dynamix atau setara
"Portland Cement" atau AASHTO M 85 (Type 1), SNI/SK
SNI 1991
2 Pembesian (Rebar) < D 10, SI1 0136-80 (Grade BJTP 24); atau JIS G 3112 Baja Deli, Growth Steel, KS, RPS atau setara
(Grade SR 24); atau AASHTO M31 (Grade 40)
> D 10, SIl 0136-80 (Grade BJTD 40); atau JIS G 3112
(Grade SD 40A); atau AASHTO M31 (Grade 60)
3 Anyaman Baja (Wiremesh) AASHTO M55 Baja Deli, Growth Steel, KS, RPS atau setara
4 Beton Struktur: Bore Pile, Pile Cap, Dinding| Beton mutu f'c 26,4 Mpa
Pit Lift
5 Beton Struktur: Plat Lantai, Plat Canopy Beton mutu f'c 21,7 Mpa
6 Beton Non Struktur:
Lantai Kerja Beton Campuran PC : Pasir : Kerikil = 1:3:5
Kolom dan Balok praktis, Balok Pengunci Beton Campuran PC : Pasir : Kerikil = 1:2:3
B PEKERJAAN BAJA STRUKTUR
1 Baja Profil Besi H-Beam, UNP, Besi Siku, Plat Gunung Garuda, Krakatau steel, Cakratunggal Steel
Kolom, balok, tangga JIS G 3101 atau ASTM A.36, tegangan leleh minimal
2400 kg/cm2 dan kekuatan tegangan batas minimal
4100 kg/cm2
2 Mur Baut Primer ASTM A.325 M Gunung Garuda, Krakatau Steel, Bakrie Steel,
Cakratunggal Steel
3 Baut Angkur ASTM A.307 M, Fy=2400 kg/cm2 Gunung Garuda, Krakatau Steel, Bakrie Steel,
Cakratunggal Steel
4 Weld/Las E 70 xx KSI, fuw = 490 Mpa Gunung Garuda, Krakatau Steel, Bakrie Steel,
Cakratunggal Steel
C PASANGAN DINDING
1 Bata Merah NI-10 dan PUBI 1982; kuat tekan minimal 25 kg/cm?2, Lokal
sesuai ketentuan SNI/SK SNI 1991
2 Pasangan Bata 1:4 Bata Merah dengan adukan 1 Pc: 4 Ps
3 Plesteran Plester adukan 1 Pc: 4 Ps
D PELAPIS DINDING DAN LANTAI
1 Homogenous Tile Ukuran 60x60cm Tipe Polished dan Unpolished Indogres, Granito, NiroGranit, Sandimas atau setara
Panjang dan lebar+ 0,1 %
Ketebalan + 2%
Kelurusan sisi dan kesikuan+0,1 %
Kedataran Permukaan + 0,15 %
Mutu permukaan 100 %
Penyerapan air< 0,5 %
Modulus lentur > 45 N/mm?2
Ketahanan terhadap abrasi kelas 4
Ketahanan terhadap noda kelas 4 atau 5
Ketahanan terhadap bahan kimia A
2 Waterproofing Membrane Tipe Membrane BASF, Estop, Fosroc, Sika
Shore hardness : > 76
Tensile strength : >2 N/mm2
Tensile strength with mesh : > 13 N/mm2
3 Rangka Dinding Partisi Metal furing Knauf, Aplus, Jaya furring
4 Dinding Partisi Double gypsum 12 mm Jayaboard, Aplus, Knauf
E KUSEN, PINTU & JENDELA
1 Daun Pintu Kayu Pintu Panel Kayu Kelas Il Lokal
2 Kusen Pintu Kayu Kayu Kelas | Lokal
3 Kusen dan Daun Pintu Besi Plat Besi t=2mm Lokal
4 Frame Jendela Aluminium Aluminium 4" Silver Anodized Extruded Aluminium Alexindo, Alcasa, YKK, Alumindo
according to SIl 0695-82 and Alloy 6063 ST-5
5 Kusen dan Pintu Besi Kusen :
- Plat baja t=1,5mm
Pintu Besi:

- Double steel, ketebalan 0,8mm
-Finishing coating




OUTLINE SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN MATERIAL
PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI GEDUNG PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NO. URAIAN BAHAN KETERANGAN
5 Fasad ACP ACP Tebal : 4mm terdiri dari 0,5mm Aluminium, 3mm | Seven, Alucobond, Alcopan, Goodsence
Polyetlene dan 0,5mm Aluminium. Length (mm) :
2440, 4880 or custom, Width (mm) : 1220 or custom,
Bending Strengh : 45-50kg/4mm, Heat Deformation :
200° C, Sound Insulation : 24-39 Db, Finished :
Flouracarbond factory firished/PVdF Coating
F KACA
1 Kaca Jendela Kaca Tempered tebal 8mm ASAHI MAS, Mulia atau yang setara
G PENGECATAN
1 Cat dasar interior Base Coat/ Pelapis cat dasar Jotun, Propan, Dulux
Warna putih/ white
tersertifikasi green label/ ecolabel yang diakui
2 Dinding bagian luar Elastis dan fleksibel Jotun, Propan, Dulux
Cat elastomeric Tahan cuaca
Daya sebar : 12-13 m2/liter
Waktu pengeringan 1 -2 jam
Aplikasi kuas, roller dan semprot 2 kali
3 Dinding bagian dalam Bahan dasar air Jotun, Propan, Dulux
Water base emulsion paint, acrilic Daya sebar : 10 m2/liter
emulsion Waktu pengeringan 1 -2 jam
Aplikasi kuas, roller dan semprot 2 kali
tersertifikasi green label/ ecolabel yang diakui
4 Cat Plafond Bahan dasar air Jotun, Propan, Dulux
Daya sebar : 10 m2/liter
Waktu pengeringan 1 -2 jam
Aplikasi kuas, roller dan semprot 2 kali
tersertifikasi green label/ ecolabel yang diakui
H PENUTUP LANGIT-LANGIT
1 Plafond Gypsum Papan Gypsum t.9mm Jayaboard, Aplus, Knauf,
Dimensi 1200 x 2400 mm
Berat 5,1 - 6,2 kg/m2
Rangka metal Furing
I PEKERJAAN LISTRIK ARUS KUAT (LAK)
1 Kabel Feeder Tegangan Rendah, Kabel NYY,NYM,NYA Supreme, Kabelindo, Kabelmetal
Instalasi
2 Konduit PVC High Impact Ega, Clipsal, Pralon, Rifeng, Legran
3 MCCB; MCB; Fuse Schneider, ABB, LS
4 Armature Lampu Artolite, Interlite, Suwilite
5 Lampu (TL; PLC; PL; GMS; Halogen) Philips. Osram, Panasonic
6 | Stop kontak, Saklar Type standard MK, Clipsal, Panasonic
7 Ballast; starter Philips
J PEKERJAAN LIFT
1| Lift Tipe : P.9-CO60-5FL/5ST (MRL Type ) Hyundai
Kapasitas: 630 Kg/ 9 Org
Kecepatan: 60 meter per menit
Carsize: 1,1x1,4x2,3 m
Door Type: 2 Panel Center Opening Single Entrance
Floor: 5
System Control: AC-VVVF
Motor AC: 4,2 kW/ 3 phase
Model/finishing : Car door, transform panel, entrance
column, kick plate, dinding depan dan samping
stainless steel hairline, dinding belakang kaca dengan
frame stainless steel, lantai polyvinil
K PEKERJAAN MEKANIKAL SISTEM TATA
UDARA DAN VENTILASI MEKANIK
1 AC Split 1PK Panasonic, Daikin, Mitsubishi
2 Elevator AC Drainless Capacity : 3/4PK (7000 Btuh) Hovard

Power supply (Ph/V/Hz) : 1ph/220V/50Hz
Power input (cooling) : 1kwW

Input current (A) : 4.8A

Air flow volume (H/M/L) : 370 m3/h (215 CFM)
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BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANIJIAN

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana
Universitas Negeri Medan

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja
Konstruksi Lumsum, vyang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan
ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ....... bulan................... tahun
.............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat
Penetapan Pemenang Nomor....... tanggal ....... , Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ....... tanggal ....... , ljika kontrak tahun jamak
ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat
Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal. perihal
..... ”], antara:

Nama : Winsyahputra Ritonga

NIP : 19810919 2006041002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dana PNBP
Berkedudukan di : JI. Willem Iskandar Psr. V Medan

yang bertindak untuk dan atas namal®) Universitas Negeri Medan berdasarkan
Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 002/UN33/KPT/2023
tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengankatan Pejabat Perbendaharaan di
Lingkungan Universitas Negeri Medan selanjutnya disebut “Pejabat
Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama D eerrreeeeaees [nama wakli Penyedia]
Jabatan L e [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di R, [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor D eerrreeeeaees [sesuai akta notaris]
Tanggal D eveereeeeens [tanggal penerbitan akta]
Notaris L e, [nama notaris penerbit akta]
yang bertindak untuk dan atas nama.................... [nama badan usaha] selanjutnya

disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi;
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan
Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak
dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana
Universitas Negeri Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya
teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan
bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing
pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
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Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama adalah:

Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Medan,
yang terdiri dari:

a. Pekerjaan Pendahuluan Dan RK3K Konstruksi;

b. Pekerjaan Struktur;

c. Pekerjaan Arsitektur;

d. Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum

dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. .......c... (ceuennnne.
ditulis dalam huruf ........ ) dengan kode akun kegiatan................ ;

(2) Kontrak ini dibiayai dari PNBP Universitas Negeri Medan;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor :

............. atas nama Penyedia : .........c.e.e

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan
untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum
Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran
A (subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B
(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar,
Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai
berikut:

a. adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga

hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan

h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi
apabila ada koreksi aritmatik);

™m0 oo T
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Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh)
hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat

untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan

melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing

dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia............. [diisi nama badan Pejabat Pembuat Komitmen Dana
usaha] PNBP

3 e, [diisi sesuai SK
[ta_n_d_a tangan dan cap (jika salinan Pengangkatan]
asli ini untuk Pejabat Penandatangan
Kontrak maka rekatkan meterai [tanda tangan dan cap (jika salinan
Rp10.000,00 )] asli ini untuk Penyedia maka

rekatkan meterai Rp10.000,00)]

Winsyahputra Ritonga
[nama lengkap] NIP.19810919 2006041002
[jabatan]
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Il.  SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti
atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan
bukan utama yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan vyang
pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.3 Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar keluaran
yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah
biaya keseluruhannya yang merupakan bagian
dari penawaran.

1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung
yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang
atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak
dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.

1.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban .yang ditentukan dalam kontrak
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menjadi tidak dapat dipenubhi.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir
hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat
KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab vyang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen vyang
mengatur hubungan hukum antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau
pekerjaan konstruksi.

Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan ruang
lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti
dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan
semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh
Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan
pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan
Kontrak.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN vyang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD vyang selanjutnya disebut KPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA

/Pengguna  Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
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Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban  pemeliharaan  oleh
Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal
sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan
utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing
jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat
dipertanggung jawabkan secara teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat vyang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam  suatu  penyelenggaraan  pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi
dan secara langsung menunjang terwujudnya dan
berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.

Pengawas Pekerjaan adalah tim
pendukung/badan usaha yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga/perangkat daerah.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik
atau pemberi pekerjaan yang menggunakan
layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
atau PPK.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Kontrak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan
pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa
larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di
seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka
waktu tertentu.

Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia
penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan (subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/
Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia/ Konsorsium Perusahaan
Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan Penjaminan
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia
untuk memulai melaksanakan pekerjaan

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal vyang
dinyatakan pada SPMK vyang diterbitkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
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(Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final
Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli,
teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak
lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum 3.1

3.2

4, Korespondensi 4.1

4.2

5. Wakil Sah Para Pihak 5.1

5.2

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa
Indonesia.

Hukum vyang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-
mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para
pihak yang tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan
dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan
ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap  tindakan  yang disyaratkan  atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk  dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK  kecuali untuk melakukan perubahan
kontrak.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam
Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus
disampaikan kepada masing-masing pihak.
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Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam
Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus
disampaikan kepada masing-masing pihak.

Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan
Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan
administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa

pemerintah, para pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerimaatau menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
dan/atau;

c. membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk
KSO)dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah
dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
pada pasal 6.1 di atas.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat

Penandatangan Kontrak terbukti melakukan

larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-

sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
dan disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada
PA/KPA.
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6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat
dalam korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1 Penyedia harus menyampaikan asal
material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen impor
selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak.

7.2  Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan  ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.

7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi
yang berlaku.

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan
ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia dikenakan  sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang
lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian
yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika
menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan
yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil
Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan
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subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
Kontrak ini.

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal
dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak
(Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan
(Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal
dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak.

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak,
untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan
sementara mendapatkan  persetujuan  dari
Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang
tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga
di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban
untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk
mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no
objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas
Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas
rencana  pekerjaan  sementara ini  tidak
melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya
sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui  kemajuan
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15.5

15.6
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pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;

d. memeriksa dan  menilai  mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;

f.  bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud
pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi
ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka
Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penyedia berkewajiban
untuk  melaksanakan perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan

wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui  kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu dan
keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;

f.  bertanggungjawab terhadap hasil
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud
pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi
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ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka
Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

15.7 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak
ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang

berwenang semua penemuan benda/barang yang

mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di

lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-

undangan dikuasai oleh negara.

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari
Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja
dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang
atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga
setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau
akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain
maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan  perizinan yang  mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh
Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum (overhead) dalam
Penawaran Penyedia, maka Pejabat
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Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan
biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di
dalam Harga Kontrak. Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain penggunaan jalur akses
tersebut

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para
Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Pelaksanaan Pekerjaan

Penyerahan Lokasi 19.1
Kerja dan Personel

19.2

19.3

194

19.5

19.6

Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama para pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam
rencana kerja yang telah disepakati oleh para
pihak dalam Rapat Persiapan Penandatangananan
Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa
ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.

Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

Jika dalam peninjauan lapangan bersama
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut
harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan
dalam addendum kontrak.

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai
Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

Penyedia menyerahkan Personel  dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bukti sertifikat kompetensi:
1. personel manajerial pada Pekerjaan
Konstruksi; atau.
2. personel inti pada Jasa Konsultansi
Konstruksi;
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b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan
menghadirkan personel yang bersangkutan;

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan
melewati batas tahun anggaran;

d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi,
atau analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, membahas paling sedikit
terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan,
dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti
sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak
meminta Penyedia untuk mengganti personel
yang memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan Penggantian personel harus dilakukan
dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan
kesepakatan.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan
SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal penandatangananan Kontrak atau
14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan
lokasi kerja pertama kali.

Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan
dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan
pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada
rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian
dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement );

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu  yang

dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
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RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,

termasuk perubahan terhadap urutan
pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus
mendapatkan persetujuan Pejabat

Penandatangan Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan RKK.

Para Pihak pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi
perubahan maka dituangkan dalam adendum
Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban Kontraktor.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
bersama dengan Penyedia, unsur perancangan,
dan unsur pengawasan, harus sudah
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Penerapan SMKK;



23.3

23.4

1) RKK;

2) RMPK;

3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila
ada); dan

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);

b. Rencana Kerja;

organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti
uraian tentang metode kerja yang
memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan

f.  Subkontrak yang akan melaksanakan bagian
pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan
daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan
subkontraktor dalam syarat-syarat khusus
kontrak :

1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan
klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan
yang disubkontrakkan dan kesesuaian
subklasifikasi SBU subpenyedia jasa
spesialis yang dinominasikan; dan/atau

2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama, maka dilakukan klarifikasi
terhadap kesesuaian pekerjaan yang
disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi
usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili
usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi
kecil yang dinominasikan.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak

sesuaian, Penyedia  wajib  mengganti

subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan
yang di subkontrakkan dengan persetujuan

Pejabat Penandatangan Kontrak.

g. hal-hal lain yang dianggap perlu

o

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.

Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
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Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati
saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu :

a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi
kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran
(output), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan
Utama (Mutual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga
Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama
mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
berkewajiban mengutamakan material/ bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia
untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan
baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat
lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
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a. Formulir formulir penyampaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang
yang diimpor.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal
26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan
lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling
lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan
dalam SSKK

Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang
dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah
melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-
bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan
Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut
sesuai dengan SSKK.

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara
tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan.
Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan
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persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan 29.1
29.2
29.3
30. Peringatan Dini 30.1
30.2
31. Keterlambatan 31.1

Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis

31.2

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan
meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat
tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan

untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas
sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti
peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan pihak- pihak yang
menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat
memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat
melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkan sedini mungkin  Pengawas
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak
peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap
Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan
oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi
tersebut.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
pekerjaan  sesuai jadwal, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak harus memberikan
peringatan secara tertulis atau memberlakukan
ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode | (rencana fisik pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan
antara realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencana lebih besar 10%
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b. Dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.

d. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan
rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

e. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan
dari Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada Penyedia
dan  selanjutnya Pejabat Penandatangan
Kontrak menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I.

f. Dalam SCM Tahap |, Pejabat Penandatangan
Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji
coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap I.

g. Apabila Penyedia gagal pada uji coba
pertama, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan
Kontrak Kritis | dan harus diselenggarakan
SCM Tahap Il yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu
tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan
dalam Berita Acara SCM Tahap II.

h. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Il
dan harus diselenggarakan SCM Tahap |lI
yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap lll.

i. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis
lll dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
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Pemberian
Kesempatan

32.1

32.2
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melakukan  pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan Pasal
1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

j- Apabila uji coba berhasil, namun pada

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan
SCM dari awal.

Dalam  hal diperkirakan  Penyedia  gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia
mampu  menyelesaikan  pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masih  belum dapat menyelesaikan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat:

a. Memberikan kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan  jangka  waktu sesuai
kebutuhan; atau

b. Melakukan pemutusan  Kontrak
dalam hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam
adendum kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia dan
perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
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melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan:

1) Penyedia dinilai tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum

Kontrak yang didalamnya mengatur:

a. waktu pemberian  kesempatan
penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia;

c. perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke
Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun
Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan
selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima pertama pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil
pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari
Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, apabila dalam
pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
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melengkapi kekurangan pekerjaan

Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian
hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan
puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak,
sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap
seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun
Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
penyerahan akhir pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak  setelah
menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila
diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan
baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam  Kontrak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan
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Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.

Setelah penandatangananan Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian
pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya
ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah

terima pekerjaan sebagian atau secara parsial

vaitu:

e bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu
sama lain; dan

e bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait
satu sama lain dalam pencapaian kinerja
pekerjaan.

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan
secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan
denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di
atas disesuaikan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah
serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan
sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita
Acara.

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih
lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu
setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran
pekerjaan.

35.1

35.2

Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As- built
dan pedoman pengoperasian dan perawatan/
pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
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Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan
uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan

Kontrak  hanya dapat diubah melalui
adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila

disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan

beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

c. perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

d. perubahan personel manajerial dan/atau
peralatan utama; dan/atau

e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi.

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meneliti kelayakan perubahan kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar

dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam

dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan

Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan

perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi
jenis/jumlah keluaran;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan
pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal

37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat

Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan

Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati

perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan
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pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum
Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan  Kontrak dilaksanakan  dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya
anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh
perubahan  pekerjaan  dan/atau  Peristiwa
Kompensasi.

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka
penentuan harga baru dilakukan dengan
negosiasi.

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat

diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan;
dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan  pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau
b.
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Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka
waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah
Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia
lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk  mencegah  keterlambatan  sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah  menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama,

Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Jika terjadi Peristiwma Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk
meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan

berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan

memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus
dilakukan melalui adendum Kontrak

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai

bahwa Personel Manajerial :

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;

b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
mengabaikan  pekerjaan yang menjadi
tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

pengganti dan menjamin Personel Manajerial

tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7

(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak.

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai

bahwa Peralatan Utama :

a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan
spesifikasi peralatan; dan/atau
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b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait
beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

pengganti dan menjamin peralatan utama

tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7

(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak.

Dalam hal penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka
Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau
peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan
apapun.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi
yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi
dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel  Manajerial  dan/atau
Peralatan Utama harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan
Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan  Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,
pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim,
dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal- hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat

Penandatangan Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan

Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis

dengan ketentuan:

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari  kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar;

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
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c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan
kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau
akan terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan;
dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang
telah diverifikasi kebenarannya.

Hasil  identifikasi  kewajiban  dan  kinerja

pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;

b. KurvaS pekerjaan; dan

c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat Penandatangan Kontrak meminta
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan
Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan 41.5.

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan
cidera janji atau wanprestasi apabila telah
dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja
pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan
terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan
pekerjaan  dapat dihentikan.  Penghentian
pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
apabila akibat Keadaan Kahar masih
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya
pekerjaan;

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya
pekerjaan;

c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/ atau

d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar
berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.

Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar
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sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan
dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.

Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup

seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun

permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

a. Kontrak dihentikan sementara  hingga
keadaan kahar berakhir; atau

b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar  tidak  memungkinkan
dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian  kontrak sebagaimana pasal
41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para
pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa
Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan
kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
pekerjaan, pengakhiran Kontrak, dan
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak.
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42, Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
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Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan surat peringatan dari salah
satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan
tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan
pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap
kerugian atas konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan dan
ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Pemutusan kontrak  dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah
Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum  Perdata, Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat melakukan

pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi,kolusi
dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan
yang diputuskan oleh Instansi yang

berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau
nepotisme dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;
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Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar
Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis
berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
Penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;

Berdasarkan penelitian Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
untuk menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia menghentikan pekerjaan selama
28 (dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam
jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan; atau
Penyedia mengalihkan seluruh kontrak
bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,

maka:

a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu
dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih

dahulu dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:

a.

b.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
tidak mengembalikan retensi atau terlebih
dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan
sebelum pemutusan kontrak untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
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retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal

44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan kontrak; dan

b. dokumen pendukung

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada
pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai
ketentuan dalam SSKK.

gesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan

pem
d.

46.1

46.2

47.1.

47.2.

47.3.

utusan Kontrak apabila:

Pejabat  Penandatangan  Kontrak  menyetujui
Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia
menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah
tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari kalender;

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Para pihak dapat menyepakati pengakhiran

Pekerjaan dalam hal terjadi

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;

b. pelaksanaan  kontrak tidak dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam adendum final yang berisi
perubahan akhir dari kontrak.

Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak

Kontrak berakhir apabila telah dilakukan
pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban
para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
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dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat
dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan
Pejabat Penandatangan Kontrak.

HAK DAN KEWAIJIBAN PENYEDIA

Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang

Penyedia

harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;

f.  memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
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yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga
yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat  Penandatangan Kontrak  beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat Pejabat Penandatangan
Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul
dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga.

52.3 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan
atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
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Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh
Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal
pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka
biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap
ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil
pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian Penyedia.

Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas
biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga
Kerja Konstruksinya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban
pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang- undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
mematuhi peraturan keselamatan konstruksi.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap
telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan konstruksi tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor,
jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang
sesuai dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap
kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik
di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi
gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta
bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini,
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi 55.1

55.2

55.3

56. Tindakan Penyedia 56.1
yang  Mensyaratkan
Persetujuan  Pejabat
Penandatangan
Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan

56.2

56.3

57. Laporan Hasil 57.1
Pekerjaan

Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai
risiko tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam

pelaksanaan pekerjaan atas:

1) segala risiko terhadap kecelakaan;

2) kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau

risiko lain yang tidak dapat diduga.

Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak
ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis Pejabat

Penandatangan Kontrak sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam
Lampiran A SSKK;

b. menunjuk  Personel Manajerial  yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran
A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan
SMKK;

d. selain tindakan lain yang diatur dalam SSUK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan

sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis
asuransi;

c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK.

Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2
huruf d dituangkan dalam SSKK.

Pemeriksaan  pekerjaan  dilakukan  selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
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pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

57.2  Untuk kepentingan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan
harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di
lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk
tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan
harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting
yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal
penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan
video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan
sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada
waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua
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dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar
rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika
ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan

harus memperhatikan:

a.

Dalam hal nilai pagu anggaran di atas

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah), jenis pekerjaan yang wajib

disubkontrakkan dicantumkan dalam
dokumen pemilihan berdasarkan penetapan

PPK dalam dokumen persiapan pengadaan;

dan

Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan

yaitu:

a. Sebagian pekerjaan utama  yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) sesuai
dengan subklasifikasi SBU;

b. Sebagian pekerjaan  yang  bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil dengan

ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada huruf a) tidak
mensyaratkan subklasifikasi SBU.

c. Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha
Papua mengikuti tender pekerjaan
konstruksi yang diperuntukkan bagi
percepatan pembangunan kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut
tidak melakukan KSO dengan Pelaku
Usaha Papua maka harus melakukan
subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;

d. Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha
Papua mengikuti tender pekerjaan
konstruksi yang diperuntukkan bagi
percepatan pembangunan kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
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miliar rupiah), maka peserta selain
mengikuti ketentuan pada angka 3) juga
wajib mengikuti ketentuan pada angka 1)
atau 2).

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang  mengalihkan  atau
mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan vyang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh
diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan
dalam adendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5
maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-
sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. lJika
dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi
dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi
ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi
melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan
jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
yang disepakati pada saat Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera
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janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam
Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan
denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi
pekerjaan  Penyedia. @ Pembayaran denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63.1 Jaminan vyang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety
bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah
dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit
jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi
kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
diterima.

63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (0JK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Penjaminan;

3) Perusahaan Asuransi; atau

4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang Lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia;

b. Penerbit jaminan  pelaksanaan telah
ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBIJ)
sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di
bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan Kontrak
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
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Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan
Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang
retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga
Kontrak.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling
kurang sama dengan besarnya uang muka yang
diterima Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang
muka sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan
dinyatakan selesai.

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan
diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
Kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Pejabat Penandatangan harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima  laporan-laporan  secara  periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan
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kepada Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
dan menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan
lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

66.1

66.2

66.3

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada

Penyedia yaitu:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah
jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
memberikan  gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak
menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpang

f. Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan  penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

g. Pejabat Penandatangan Kontrak

memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya
dan disebabkan/tidak disebabkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak; atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika  Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan
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kerugian nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

Tenaga Kerja
Konstruksi

Personel  Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama

67.1

67.2

68.1

68.2

68.3

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja

pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain  Personel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia waijib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan Utama vyang ditempatkan dan
digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah
peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. lJika diperlukan oleh
Pejabat  Penandatangan Kontrak, Personel
Manajerial dapat sewaktu- waktu disyaratkan
untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Harga Kontrak

69.1

69.2

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. beban pajak;
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b. keuntungan dan biaya tidak langsung;
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.

69.3 Harga Kontrak sesuai dengan Daftar Keluaran dan
Harga.

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran
yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran 70.1 Uang Muka

a. Uang muka dibayar wuntuk membiayai
mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi,
pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
bahan/material dan/atau untuk persiapan
teknis lain.

b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, serta Koperasi:

1) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai sampai dengan
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) diberikan uang muka
paling rendah 50% (lima puluh persen);

2) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah) dapat diberikan
uang muka paling rendah 30% (tiga puluh
persen); dan

3) nilai pagu anggaran/kontrak paling
sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah)sampai
dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling tinggi
30% (tiga puluh persen).

c. Besaran uang muka untuk nilai pagu
anggaran/kontrak lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling tinggi
20% (dua puluh persen).

d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun
jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15%
(lima belas persen) dari nilai Kontrak.

e. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Harga Kontrak.
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Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka
dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas
persen) dari Harga Kontrak.

Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar
uang muka yang diterima.

Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak dan rencana pengembaliannya.
Pejabat Penandatangan Kontrak harus

mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Jaminan Uang Muka
diterima.

Pengembalian uang muka harus
diperhitungkan  berangsur-angsur  secara
proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan selesai.

Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, dengan ketentuan:

a.

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
dan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak;

pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan
yang sudah terpasang;

pembayaran dilakukan dengan sistem termin
yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam
SSKK;

pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

2) denda (apabila ada);

3) pajak; dan/atau

4) uang retensi.

untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,
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permintaan pembayaran harus dilengkapi

bukti pembayaran kepada seluruh
Subkontraktor sesuai dengan  prestasi
pekerjaan. Pembayaran kepada

Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat
Penandatangan Kontrak;

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal vyang sedang
menjadi perselisihan.

70.3 Denda dan Ganti Rugi

a.

Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu,
denda terkait pelanggaran  ketentuan
subkontrak.
Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
Besarnya denda  keterlambatan  yang
dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah:
1) 1%o (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
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(sebelum PPN); atau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1%o (satu
perseribu) per hari keterlambatan perbaikan
dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang
ditemukan cacat mutu.

e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan

f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai
tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut  ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh lembaga
yang berwenang;

g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah
Harga Kontrak setelah dituangkan dalam
adendum kontrak.

i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.

Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam
kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan  melakukan

pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang

secara ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di

luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan
izin; atau

c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat,
dimana Penyedia harus segera
memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
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Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar
pembayaran  masing-masing pekerja  dapat
diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja
efektif dan jam kerja normal harus mengikuti
ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah berita acara serah terima
pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh
kedua pihak.

Sebelum  pembayaran  terakhir  dilakukan,
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan nilai
tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan
dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan
diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal
atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian
Penyedia.

Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda



74.

75.

76.

77.

PENGAWASAN MUTU

Pengawasan dan
Pemeriksaan

Penilaian  Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Pemeriksaan dan

Pengujian Cacat Mutu

Perbaikan Cacat Mutu
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kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia.

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa
Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian
sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan

oleh Penyedia.

75.2  Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap

mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan
dan memberitahukan Penyedia secara tertulis
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu,
serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu

selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya
cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan
Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa

Kontrak.

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,



77.3

77.4

77.5

77.6

77.7

77.8
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Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk
secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera
setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan
Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka
biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai
utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak yang telah jatuh tempo.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak selama masa
pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan
sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak selama masa
pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang
ditentukan dan mengenakan denda
keterlambatan untuk setiap keterlambatan
perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar
hitam.

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan
dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal
jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
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H.

79.

Kegagalan Bangunan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa

78.1

78.2

78.3

78.4

78.5

79.1
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melampaui Masa Pemeliharaan.

Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan
apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.

Pejabat Penandatangan Kontrak
bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang
terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan
dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat  Penandatangan Kontrak  beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian  Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit
atau kematian pihak ketiga yang timbul dari
kegagalan bangunan.

Pejabat  Penandatangan  Kontrak  maupun
Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan
terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur
Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya

sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan  Kontrak ini  atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah
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79.2
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untuk mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai
suatu kemufakatan, maka penyelesaian
perselisihan atau sengketa antara para pihak
ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.

Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian
perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan
melalui:

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;

b. dewan sengketa konstruksi; atau

c. Pengadilan

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam
SSKK.

Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa
untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka
nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan
ditetapkan oleh para pihak sebelum
penandatanganan kontrak.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak,
salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
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. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 | Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:
Universitas Negeri Medan
Nama : PPK Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)®
Alamat : JI. Willem Iskandar Psr. V Medan
Website : https://unimed.ac.id
Penyedia:  ...ccoceeevieeenne [diisi nama badan
usaha/nama KSO]
Nama D [diisi nama yang ttd surat
perjanjian]
Alamat . [diisi alamat Penyedia]
E-mail : [diisi email Penyedia]
Faksimili D e [diisi nomor faksimili
Penyedia]
4.2 &5.1 | Wakil Sah | Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Para Pihak Nama : Ahmad Andi Solahuddin
Jabatan : Koordinator PPK PNBP  UNIMED
berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Medan Nomor:
026/UN33/KPT/2023 tanggal 06
Januari 2023
Untuk Penyedia:
Nama D ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeaa
Jabatan ettt eeneen .
berdasarkan
Surat Keputusan ...... nomor .....
tanggal .......
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas
6.3.c Jaminan Negara
44.4 &
44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus dua puluh)

Pelaksanaan

hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK.
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33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku 180 (seratus delapan

Pemeliharaan | puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

3319

3318

35.1 Gambar As Gambar ”"As built” diserahkan paling lambat 14
Built dan (empat belas) hari kalender dan/atau pedoman
Pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus
Pengoperasian | diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari
dan kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
Perawatan/ Pekerjaan.
Pemeliharaan

45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
Tagihan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang vyang tidak
diperselisinkan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
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49.i Kewajiban Kewajiban Penyedia:
Penyedia Menyerahkan Surat dukungan pada saat Rapat
Persiapan Penunjukan atau ditentukan lain oleh
POKJA Pemilihan.
63 Tindal Tindal i loh_P i I
563
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak
o5 Facil
Kempensast
70.1.d Besaran Uang | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua
Muka puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.d Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
Prestasi cara Termin, dengan ketentuaan tahapan
Pekerjaan pembayaran sebagai berikut:

No | Tahapan Besaran % | Keterangan
pembayaran | pembayaran
(milestone) dari Harga
Kontrak
1 | Angsuran | 25% (30% dari | Progres Fisik

harga Borongan | 35%
dikurangi 5%
Uang Muka)

2 | Angsuran I 25% (30% dari | Progres Fisik
harga Borongan | 65%
dikurangi 5%




- 64 -

Uang Muka)

20% (25% dari
harga Borongan
dikurangi 5%
Uang Muka)

3 | Angsuran lll Progres Fisik

90%

10% (15% dari
harga Borongan
dikurangi 5%
Uang Muka)

Progres Fisik
100%

4 | Angsuran IV

Dokumen penunjang vyang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

a. Surat permohonan pembayaran beserta kwitansi;

Perselisihan/
Sengketa

b. Berita Acara Laporan Kemajuan;
c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
e. Beritas Acara Serah Terima Pekerjaan (1 dan 2).
70.3.c Denda akibat | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan
Keterlambatan | untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN).
782
79.3 Penyelesaian Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak

dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
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LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
a. Pekerjaan Utama

No P(eBI?égrljzr;n Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
Subkontraktor®| Subkontraktor®| Subkontrakto
_ yang " " )
Disubkontra
kkan™*)
1 | s | s e
2 | e | e s s s
3 Dst
Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan
rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kontrak
berdasarkan daftar isian pekerjaan yang disubkontrakan pada dokumen
penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No Pslfegrlja;;n Nama . Alamat * Kualifikasi Keterangan

yang Subkontraktor™) fubkontraktor S:ibkontrakto

Disubkontr ) r

akkan™
1 [ N
2 | e | e s e e,
3 Dst
Catatan:

*)  Waijib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kontrak
berdasarkan daftar isian pekerjaan yang disubkontrakan pada dokumen

penawaran
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Nama Jabatan Pengalam
Personel dalam Tingkat an Sertifik
No o . Pendidika Kerja at Keterangan
Manajerial | Pekerjaan ) Profesi
) ini*) n/ljazah rofesiona | Kompet
* Iminimal ensi
* (Tahun) *) | Kerja*)
)
1| S S
2 | . S S
3 Dst
Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
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**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan
dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

Nama Merek Status
No | Peralatan dan Kapasitas**)| Jumlah**)| Kondisi**) Kepemilikan**) Keterangan
Utama*) | Tipe**)
O O O R
72 [ (O O
3 | Dst
Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan
dokumen penawaran
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LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1l. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama
Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e [nama wakil sah badan usahal
Jabatan D rrrreeeeeens
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya................. [pilih
yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama)

dalam rangka pengadaan ............... lisi nama paket] pada

............... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen
melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident,
dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

NouswnNE

............ [tempat], ..... [tanggal] ............ [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]
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[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]
PAKTAKOMITMEN-KESELAMATANKONSTRUKS!
Kami | I iy b inis

lIanhatan

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]
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B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN
RISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan e eer———
Lokasi e
Tanggal dibuat e halaman : ..... / .....
Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP* CONTOH
DESKRIPSI RISIKO PENILAIAN TINGKAT RISIKO PEMILAIAN SISA RISIKO
PERSYARATAN PENGEND
o LANJUTAN
R S e Au(F) [ n(a) | (Fxa) [ (R KA gy | x| m)
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 12 13 14 15 16
Keterangan:

1. PPKmengisikolom1,2dan3.

2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.

3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan,
dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah
dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau
Petugas Keselamatan Konstruksi.

4, Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli
K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak
ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan e,
Kegiatan e,

Lokasi e

Tanggal dibuat e CONTOH
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Pengendalian Sasaran Program
N Risiko (Sesuai ) .
O | Kolom Tabel 6 | Uraian | Tolok | Yraian Sumber | Jadwal Bentuk Indikator Penanggung
IBPRP) i —- Kegiatan Daya Pelaksanaan Monitoring Pencapaian Jawab
Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi
NO Jenis Komunikasi PIC Waktu Pelaksanaan
Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety
Induction)
Pertemuan pagi hari
(safety morning)
Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox
meeting)
Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting)
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)
Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan
Tanggal Pekerjaan Dol s/d......
Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
1 | Helm/Safety Helmet v |4 Rompi Keselamatan/Safety Vest v
Sepatu/Safety Shoes v |5 Masker Pernafasan/Respiratory v
3 | Sarung Tangan/Safety Gloves v |6 .. Dst.

Urutan Langkah Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Pengendalian

Penanggung Jawab




E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit
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Kegiatan

PIC

Bulan Ke-

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

Inspeksi Keselamatan Konstruksi

WIN| =

Patroli Keselamatan Konstruksi

Audit internal
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BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis
Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang
ditetapkan oleh PPK (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan,
dengan ketentuan:

1.

uhkhwn

™~

9.

Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan
produksi dalam negeri;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;

Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama
minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat bahan vyang dipergunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang
diinginkan;

Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi
sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.

b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM,
BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara
pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan
cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku;

c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data
Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh
pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten
dan/ atau berwenang.

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas
sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK .

b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan
(expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;

c. Informasi tentang jenis, cara  penggunaan/pemeliharaan/
pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual
produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan
pihak yang kompeten.
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12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

a.

Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau
dengan melibatkan Ahli K3  Konstruksi/Ahli  Keselamatan
Konstruksi/petugas Keselamatan  Konstruksi) harus  menilai
kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang
sudah ditetapkan oleh PPK;

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja,
sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan
rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat
pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses
tersebut;

Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau
pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus
lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety
Analysis) dan tindakan pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin
kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh
tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah
mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis
pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur
keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya
tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a.

Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus
dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan
pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya
kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat
dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material
dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi
lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator
yang terlatih;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun
dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat
utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara
dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja
dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material
dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
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Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus
dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji
efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor
kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan
kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta
dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan
konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui,
setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis
dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;

Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai
potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang
didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job
Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak
harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga
kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang
sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah
berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih,
mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja
untuk naik/turun;

Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang
diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-
jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan
teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang
independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a.

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan
dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur
teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan
oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik
pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing
dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain
yang terkait;

Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai
kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan
disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan
bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk
rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut
telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat
diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan
Konstruksi yang berlaku;
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c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan,
pembongkaran,  pemindahan, pengangkutan, pengangkatan,
penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan,

pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga
terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi
teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan
sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas
harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis)
setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa
potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan
pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat
kerja;

B. Keterangan Gambar
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK
(PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :
1. Peta Lokasi

Lay out

Potongan memanjang

Potongan melintang

Detail-detail konstruksi

uhwnN

C. Pejabat Penandatangan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa
Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian
pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan
Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi
Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan
SMKK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi.
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BAB XI. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan keluaran
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur
dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan
Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya
pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari
apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar
Keluaran dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran,
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan
penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga
penawaran dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan;

b. Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar
Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian
kontrak Lumsum;

c. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf;
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2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah,
maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH
Uraian Persentase/ Satuan Satuan Harga Total
No. Keluaran/output Ukuran Keluaran/output | Harga
p Keluaran/output p 9
Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Keterangan:
1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat
umum.

2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran

dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
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Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH
Uraian Persentase/ Satuan Harga
No. Keluaran/output Satuan Ukuran Keluaran/ Total Harga
Keluaran/output output

1 Penerapan LS Rp....... Rp......
SMKK (9
komponen
SMKK)

Total Daftar 2

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

*Sesuai dengan ketentuan SMKK
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Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

CONTOH
N Uraian Persentase/ Satuan Harga Total
0- Keluaran/output Satuan Ukuran Keluaran/output Harga
Keluaran/output
Total Daftar 3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian
pekerjaan lain.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran

dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
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Daftar 4: Mata Pembayaran

CONTOH
No. Uraian Persentase/ Satuan Satuan Harga Total
Keluaran/output Ukuran Keluaran/output | Harga

Keluaran/output

Total Daftar 4
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang
sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih
dari satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran
dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
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Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH
Harga Nilai
No. Uraian Pekerjaan EZZL;ZZ Kuantitas| Satuan/ J::a; Bobot
Keluaran & Kumulatif

Keterangan:

Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal
80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot

terbesar.




-83-

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Mata Pembayaran

Harga

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraaan Biaya
Penerapan Sistem Keselamatan
Konstruksi

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama

Daftar No. 4: Mata Pembayaran ...................

—dll.—

TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%
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BAB Xll. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUKSURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPB)J)
[kop surat K/L/PD]

Nomor : , 20
Lampiran

Kepada Yth.
I ——————————————————————

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal perihal dengan [nilai penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.
.......... (.......... Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai
penawaran/terkoreks: antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS
untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku
selama ... (ceeeeeeeeennnn. ) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan
jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

NIP.

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/PD]
2. [APIP K/L/PD]

3. [Pokja Pemilihan]
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
, bersama ini memerintahkan:

[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: ;

2. Tanggal mulai kerja: ;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

Waktu penyelesaian: selama___( )[hari kalender/bulan/tahun]
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak
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sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat
Khusus Kontrak.

) 20__

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]
[nama lengkap]

[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]
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C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama [nama  bank] berkedudukan di
[alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/lasa (SPPBJ) No.

tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik
dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.
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Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-
masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri

o U

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasi Garansiini ke [Nama dan Jabatan/
[bank]
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuranasi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama],
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alamat]
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat pada [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak], [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan,

selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
(terbilang

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana
TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. tanggal
untuk pelaksanaan tender pekerjaan yang
diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik
dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal




-90 -

TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang

Jaminan disarankan untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[Penerbit Jaminan]




-91 -

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini:
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak] Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang )
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal
, apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi
kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan
atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen
Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi
Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima
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Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak
memenuhi kewajibannya.

4, Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya
benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual
untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,
masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di
Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal
[Bank]
Meterai Rp10.000,00
gntuk l_<eByakkir:jain, per;egang §
mengkonfirmas: Garansiin ke [Nama dan Jabatan]
___ [bank]
Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama],
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan [nama penerbit jaminan],

[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak],
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
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atas uang sejumlah Rp (terbilang

)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan

pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan
Kontrak  No. tanggal dari
PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali
kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut
Dokumen Kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janiji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya
harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang

Jaminan disarankan untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini ke
[Penerbit Jaminan]
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini:
dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di
[alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak]

Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang )
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan

berdasarkan Kontrak No. tanggal
, apabila:

Nama : [nama penyedia]

Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya
kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi
Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan




o w

-05 -

dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera
janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya
benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual
untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,
masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di
Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke [Nama dan 'jabatan./

[bank]
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama],
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan [nama penerbit jaminan],

[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak],
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan

pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan
Kontrak No. tanggal dari
PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
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PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janiji.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya
harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang leeluarkan dl

Jaminan disarankan untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini ke pad ata nggal

[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan]



